
6. pcratur~ .. ~ ~

Mengingat: I. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang
Pernbentukan lJacrah Tingkat 11dan Kota Praja di Sumatcra
Selatan (Lembaran Ncgara Repuhlik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undong Nomor 5 Tnhun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Undang-Undong Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perncrintahan Daerah (Lernbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahun Lembaran
Ncgara Repuhlik Indonesia Nornor 5587) scbagairnana telah
diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang
Nornor 9 Ta.hu11 2015 ten tang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 len tang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ternang
Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Mcntcri Kornunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomcnklatur Pernugkar
Daerah Bidang Komunikasi dan lnforrnatika (Berita Ncgara
RepubLik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1308); dan

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kula Palcrnbang Nomor 6 Talrun 2016 ientang
Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Palembang,
perlu rnenetapkan Peraruran Walikota Palembang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palernbang;

WALIKOTA PALEMBANG,

DI!;NGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGA::>DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR sS TAlIUN 2016

PROVINSISUMATERASELATAN

WALtKOTA PALEMBANG



(2) Dina~ .. ~ t

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang Informatika.

Pasa12

BAB u
KEDUDUKAN DAN SUSUNANORGANlSASI

Dalarn Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dcngan:
1. Kota adalah Kota Palernbang.
2. Pernerintah Kola adalah Pernerintah KOlaPalembang.
3. Walikota adalah Walikota Palernbang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palcmbang.
5. Sekretarie Dacrah adalah Sckretar'is Dacrah Kola

Palembang.
6. Dines Komunikasi dan Informatiko adalah Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Palcmbang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan

Inforrnatika Kota Palernbang.
8. Sekrctaris adalah Sckretaris pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Palembang,
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan

lnforrnatika Kola Palcmbang.
IO.Suh Ragian adalah Sub Bagian pada Dinas Kornunikasi dan

Informatika Kota Palernbang,
11.Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kola Palembang.
12.Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemcrintah Kota Palembang.
13.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada

Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas.

14.Kclompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pclayanan
fungsionol yang bcrdasa.rkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menetapkan:PIl:RATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KER.JADINAS
KOMUNIKARI DAN INF'ORMATIKAKOTA PALEMBANG

MEMUTURKAN:

6. Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 0 Tahun 2016
ten tang Pernbenrukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palernbang (Lembaran Daernh KOla Palernbang Tahun 2016
Nomor 6).
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(2)Sekretariat ...

~~.~

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Inforrnatika,
tcrdiri dari:
a. KopalaDinas;
b. Sckretariat, mcmbawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian;
2. Sub Bagian Kcuangan; clan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi
Publik, mernbawahi:
1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
2. Scksi Pengelolaan lnfonnasi Publik; dan
3. Seksi Layanan lnformasi Publik.

d. Bidang Pengclolaan Komunikasi Publik, membawahi:
1. Seksi Pengclolaan Media Kornunikasi Publik;
2. Seksi Pclayanan Media Center dan Hubungan

Media; dan
3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.

e. Bidang Teknologi lnformasi dan Persandian,
mernbawahi:
1. Seksi Teknologi dan Tclekomunikasi;
2. Seksi Pengclolaan Data dan Statisrik; dan
3. Seksi Persandian dan Keamanan lnforrnasi,

f. Bidang Pengelolaan E-Govemment, mcmbawahi:
1.Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistcm
Informasi;

2. Seksi lnfrastruktur E-Govemment; dan
3. Seksi Tats Keloladan Pengembangan E-Govcmmcnt.

g. Unit Pelaksana Tcknis; dan
h. Kclompok Jabatan Fungsional.

Pasal3

(4) Dinas Komunikasi dan lnformatika dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dirnaksud pada ayar (3)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pclaksanaan kebijakan scsuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelcnggaraan urusan pcmerintahan dan pclayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

Iingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas scsuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkail dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dinas Komunikasi dan Infonnatika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mernpunyai tugas membantu Walikota daJam
melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan
inforrnarika dan tugas pernbantuan.

(2) Dinas Komunikasi dan Iuformatika dipimpin olch seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sckretaris
Daerah.

".J



Pasal6 ...

(1) sekrecar+s mempunyai tugas mcmbantu Kcpala Dinas
dalarn mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan scrta menyelenggarakan urusan administrnsi
umum, perkantoran, kenumasan dan kepegawaian.

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimanadirnaksud pada
ayat (1), Sckretaris rncrnpunyai fungsi:
a. koordinasi pcnyusunan dokumen perencanaan,

kcuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan adrninistrasi urnum;
c. pclaksanaan urusan rurnah tangga, perlengkapan dan

perkantoran;
d. pclaksanaan urusen administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-

undangan.

Pasal5

Bagian Kcdua
Sekretariat

Kepala Dinas mcrnpunyai tugas mclaksanakan urusan
pernerintahan bidang informatika berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bcrlaku dan petunjuk
pelaksanuannya.

Pasal4

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

BAB 111
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kornunikasi dan
Informatika, scbagairnana elimaksud pada ayat (I)
tercanturn dalam Larnpiran Peraturan Walikota ini.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(4) Masing-rnaeing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang bcrada eli bawah dan bcrtanggung jawab
kepada Sekrctaris,

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekrctaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(3) Masing-rnaeing bidung dipimpin oJeh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kopala
Dinas.



(2) Untuk... "
~~V

(1) Bidang Pengelolaan Opirii dan Pclayanan tnformasi Publik,
mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas dinas di
bidang pcngelolaan opini dan pclayanan informasi publik,

Pasal7

Bagian Ketiga
Bidang Pengelotaao Opini dan Pelayanan Informasi Publik

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kcgiatan dinas dan sub

bagian perencanaan dan pelaporan;
b. mclaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokurnen percncanaan dinas;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan

bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kincrja dinas;
f. menyusun dokumcn pelaporan dinas;
g. melaporkan hasil kerja dan eapaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. mcnyusun rcncana program dan kegiatan sub bagian

kcuangan;
b. menyusun rcncana anggaran kcrja dinas;
c. mcnyustm rcncana plafon keburuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. mcnyusun dan menganalisa laporan kcuangan;
f. mengontrol kcgiatan perbendaharaan, vcrifikasi dan

pembukuau/akuntansi:
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. mclaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

(I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

urnurn dan kepegawaian;
b. mcngclola administrasi umum dan surat mcnyurat;
c. mengclola kearsipan clan kepustakaan;
d. mengclola administrasi barang, pcrJengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah tangga, kchurnasan dun

kcprotokolan dinas;
f. mcngelola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaporkan hasil kcrja dan capaian kincrja;
h. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang lugasnya;

Pal;al6
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j. mclaksanakan .....

\9! ~~

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik, melaksanakan tugas:
a. mcnyusun rencana program dan kcgiatan seksi

pengelolaanopini pnblik;
b. mcnyelenggarakan layanan monitoring isu publik di

media (mediamassa dan sosial);
c. melakukan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak

pcndapar];
d. pembangunan citra pemerintah [pernbuatan iklan

layanan rnasyarakat rnelalui media cctak elektronik);
e. penguatan opini publik mclalui kerjasarna kelompok

dan lokoh masyarakat dan menjalin aktivitas bcrsarna
dengan instansi lain;

f. pcml.x:ntukan opini publik melalui pembuatan dan
penyeharluasan informasi melalui stikcr, brosur,
spanduk, banner, baliho dan videorron atau sejenis dan
rururiannya;

g. mengolahaduan masyarakat di Kota;
h. melaksanakan program dan petunjuk teknis pada

pengelolaan opini publik;
I. melakaanakan pengawasan, pemhinaan dan

pengendalian pada pengclolaan opini publik;

Pasal8

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayat (I), Bidang Pcngelolaan Opini dan Pelayanan Informasi
Publik mempunyai Iungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemcrintah Kota, pengclolaan informasi untuk
mendukung kcbijakan nasional dan Pcmerintah Kota,
serta pclayonan informasi publik di Kota;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pcngelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemcrintah Kota, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pernerintah Kota,
serta pclayanan informasi publik di Kora;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria penyelcnggaraan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemcrintah Kota, pengelolaan informasi unruk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kota
serta pelayanan informasi publik di Kota;

d. pcnyiapan bahan pembcrian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengclolaan opiru dan
aspirasi publik di lingkup Pcmerintah KOla,
pengelolaan inforrnnsi rnendukung kebijakan nasional
dan Pemcrintah Kota scrta pelayanan lnformasi
publik di Kota;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan
instansi tcrkait;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; clan

g. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
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i.melaksanakan .....

~~~

(3) Scksi Layanan lnformasi Publik, mempunyai tugas:
a. menyusun rene-ana program dan kcgiatan seksi layanan

inforrnasi publik;
b. menyclcnggarakan layanan pengeloloan informasi

publik untuk implernentasi Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tcntang Keterbukaan Informasi Publik;

c. rnembcrikan pclayanan informasi publik untuk
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kcterbukaan lnforrnasi Publik, dan Layanan
Pengaduan Masyarakat di Kota;

d. rnenyelcnggarakan sosialisasi dan pemcringkatan
Keterbukaan lnformasi Publik pada Badan Publik
lingkup Pemcrintah Kota guna mengetahui pelaksanaan
ketcrbukaan informasi disetiap Badan Pubtik;

e. melaksanakan penyiapan kctersediaan inforrnasi publik
yang tcrbarukan scsuai dengan jcnis data inforrnasi
publik (data wajib discdiakan, data setiap saat, dala
serra mcrla dan data yang dikecualikan], balk secara
konvekaional dan ataupun inkonveksional (modern
dengan memanfaalkan Teknologi Informasi tcrbarukan];

f. menyelcnggarakan pcnyiapan sumbcr days pelayanan
informasi publik pada Badan Publik dalam jajaran
Pernerintah Kota;

g. melakukan penyelesaian scngketa informasi pada badan
publik dalam jajaran Pemerintah Kota;

h. menyelcnggarakan pelayanan pengaduan masyarakat;

(2) Seksi Pengclolaan lnformasi Puhlik, mempunyai tugas:
a. rnenyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengelolaan informasi publik;
b. melaksanakan pencarian dan pengumpulan data dan

informasi, balk sektoral maupun lintas sektoral untuk
kepentingan publik dan Pemerintah Kota;

c. rnengolah dan mcnganalisis data informasi untuk
mendukung kornurukasi publik lintas sektoral lingkup
nasional dan daerah di KOla;

d. melaksanakan penyiapan dan pcnyajian data dan
informasi sektoral rnaupun Iintas scktoral berupa
cetakan, CD, Video, Film, Buku, dokumentasi cetak dan
clektronik serta bahan materi papa ran sclayang
pandang Perncrintah Kota;

c. rnelaksanakan pcngawasan. pembinaan dan
pengendalian pada pengelolaan informasi publik;

f. mengelola pengaduan rnasyarakat melalui pelayanan
call center';

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan rugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

J. melaksanakan koordinasi dan kerjasarna dengan
lembaga/Instansi lain bcrkaitan dcngan pcngelolaan
opini publik;

k. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
I. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada
ayat (I), Bidang Pcngelolaan Komunikasi Publik mcmpunyai
fungsi:
a. pcnyiapan bahan peruruusan kebijakan eli bidang

penyediaan konlen limas sektoral dan pengclolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media
dan penguatan kapasitas sumber daya kornunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di Kota;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media
dan pcnguatan kapasitas sumbcr daya komunikasi
publik dan penycdiaan akscs inforrnasi di Kota;

c. penyiapan bahan pcnyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pcnyelenggaraan di bidang
pcnyediaan konten linlas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media
dan penguatan kapositas aumber daya kornunlkasi
publik dan penycdiaan akses informasi di Kola;

d. pcnyiapan bahan pemberian birnbingan tcknis dan
supervisi di bidang penycdiaan kontcn lintas scktoral
dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan
hubungan media dan penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan pcnyediaan akses
informasi di Kota;

c. pernantauan, evaluasi dan pclaporan di bidang
penyediaan konten lintas sektoral dar' pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media
dan penguaian kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penycdiaan akses inforrnasi di Kota;

f. pelaksanaan koordinasi nan kerjasama dcngan
instansi terkait;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pclaksanaan tugas: dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas scsuai dengan rugas dan fungsinya.

(I) Bidang Pcngelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas
mclaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengclolaan
kornunikasi publik.

PasaJ o

Bagian Keempat
Bidang Pengclolaan Komunikasi Publik

I. melaksanakan program dan pctunjuk teknis pada
loyanan informasi publik;

J. rnelaksanakan pengawasan, pernbinaan dan
pengendalian pacta layanan inforrnasi publik;

k. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
I. mclaksanakan tug-as kedinasan lain scsuai dcngan

bidang tugasnya.



(2)Untuk..~ ~

~

Bagian Kelirna
Bidang Teknologi Inforrnasi dan Pcrsandian

Pasal 11

(I) Bidang Teknologi lnformasi dan Persandian, mempunyai
rugas mclaksnnakan sebagian rugas dinas di bidang
teknologi informasi dan persandian.

Pasal 10

(1) Seksi Pengelolaan Media Kornunikasi Publik, mempunyai
tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan seksi

pengelolaan media kornunikasi publik;
b. mcnyelenggarakan layanan percncnnaan koruunikasi

pubJik don citra positif Pcmcrintah Kota;
c. rnengcmas ulang konten nasional menjadi konten loka!;
d. membuat kontcn lokal;
e. mengelola saluran komunikasi milik Pcrnerintah Kota

/meelia internal, diserninasi informasi kebijakan rnelalui
media Pemcrintah Kota dan non Pemerintah Kola eli
Kora;

f. mcngkoordinasikan dan mclaksanakan talk show, dialog
interaktif, jumpa pers;

g. menyelenggarakan expo, parneran, pekan informasi dan
menyiapkan keikutscrtaan dalam parneran;

h. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
1. rnelaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dcngan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Pclayanan Media Center dan Hubungan Media,
mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pelayanan media center dan hubungan media;
b. menyclcnggarakan layanan pcngelolaan hubungan

dengan media (media relations];
c. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan Kota

(briefing notes, press release. backgroundcrs] eliKota;
d. menyiapkan dan menyajikan informasi melalui media

audio visual, online dan cetakan;
e. menyediakan layanan informasi mclalui akses internet;
f. rnelaporkan hasil kcrja dan capaian kincrja: dan
g. mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sek'si Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi surnber

daya korrrunikasi publik;
b. menyelenggarakan layanan pcmberdayaan dan

penyediaan akses inforrnasi bagi media dan lcmbaga
komunikasi publik;

c. mengembangkan surnbcr daya kornunikasi publik di
Kota;

d. mcrencanakan pemantauan ringkat produktivitas:
e. melaporkan hasil kerja dan capo ian kincrja; don
f. mclaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidong tugasnya.
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b. melakSanak~ ..~ ~

(1) Seksi Tcknologi dan Tclekomunikasi, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

infrastruktur tcknologi dan telekomunikasi;

Pasal 12

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
mcmpunyai Iungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kcbijakan eli bidang

layanan infrastruktur dasar data center, disaster
recovery center dan TIK, layanan pengembangan
Intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemcn data dan inforrnasi g-Governmcnt, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan kcamanan
informasi E-Goverrunent, layanan sistcm komunikasi
intra Pemerintah Kora;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan eli bidang
layanan infrastruktur dasar data center, disaster
recovery center dan TIK, layanan pcngembangan
intranct dan penggunaan akscs internet, layanan
rnanajemcn data dan informasi E-Covernment, integrasi
layanau publik dan kepcmerinrahan, layanan kearnanan
informasi E-Government, layanan sistern komunikasi
intra Pemerintah Kota;

c. penyiapan bahan pcnyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pcnyelenggaraan di bidang
layanan infrastruktur dasar data center, disaster
recovery center dan TIK, layanan pengernbangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajernen data dan informasi E-Government, integrasi
layanan publik dan keperncrintahan, layanan kearnanan
informasi E-Goverl1lnent, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Kota;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi eli hidang layanan infrastruktur dasar data
center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi E-Government,
intcgras! layanan publik dan kepernerintahan, layanan
keamanan inforrnasi l!:-Government, layanan sisrem
komunikasi intra Pcrnerintah Kola;

e. pcrnantauan, cvaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
infrastruktur dasar data center, disaster recovery center
dan TIK, layanan pengcrnbangan intraner dan
pcnggunaan akses internet, layanan manajcmen data
dan informasi E-Government, intcgrasi layanan publik
clan kepcmerintahan, layanan keamanan informasi
R-Government, layanan sistern komunikasi intra
Pernerintah KOla;

r. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan
instansi terkait;

g. pclaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

h. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas scsuai dengan tugas dan fungsinyn.

10



m. melakuka,~.~ f

(3) Seksi Persandian dan Keamanan Inforrnasi, mclaksanakan
tugas:
a. rnenyusun rencana program dan kegiatan seksi

pcrsandian dan kearnanan informasi;
b. rnenyclcnggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
c. menyelenggarakan layanan penunganan insidcn

keamanan informasi, layanan peningkatan kapasiras
Sumbcr Daya Manusia di bidang keamanan informasi;

d. menyclenggarakan layanan kearnanan informasi pada
Sistem Elektronik Pernerintah Kota dan audit TIK;

e. mcnyelenggarakan internet sehat, krcatif, inovatif dan
produktif serta Iayanan pcnycdiaan prasarana dan
sarana kornunikasi pemerintah;

f. rnenyelenggarakan layanan bimbmgan teknis dalarn
pcmanfaatan sistem komunikasi olch apararur
pemerintahan;

g. menyusun perencanaan audit dalarn rangka audit
keamanan jaringan kornunikasi sandi;

h. melaksariakan internal audit keamanan tcknologi
informasl;

i. melakukan identifikasi pcnycbab gangguan operasional
kearnanan informasi;

J. mernberikcn pcmaharnan tentang kesadaran kcamanan
kearnanan tcknologi informasi kepada pcngguna:

k. mclakukan instalasi aplikasi komunikasi terpadu
(server, client, peralatan komunikasi);

I. rnernonitor kinerja pengarnanan jaringan komunikasi
sandi;

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, mempunyai tugas:
a. rncnyusun rcncana program dan kcgiaian seksi

pengclolaan data dan statistik;
b. menyelcnggarakan layanan penetapan srandar formal

data dan informasi, walidata dan kebijakan;
e. menyelenggarakan layanan recovery data dan inforrnasi,

layanan pcngelolaan data elektronik pcmcrintahan dan
non pcrnerintahan;

d. rnenyclenggarakan layanan peningkatan kapasitas
Suruber Daya Manusia dalarn pernanfaatan Sistcrn
lnformasi Pernerintahan nan Sistem lnforrnasi Publik;

e. mcnyelenggarakan layanan interoperabilitas, layanan
interkonektivitas layanan publik dan kcpernerintahan,
layanan pusat Application Programm Interface KOla;

f. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kcdinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya,

b. mclaksanakan pendataan operator seluler;
c. mcnaia, memberi rekomcndasi, mcngawasi, pernbinaan

dan pcnataan pcngendalian rnenara tclekomunikasi;
d. menghubungkan layanan kerjasarna pernerintah dan

provider telckornunikasi;
e. melaporkan basil kerja dan capaian kincrja; dan
f. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang rugasnya.

II



d. PCnYiap~ ..~ ~

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayar (1), Bidang Pengclolaan E-Govcmment mernpunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

Layanun Pcngembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Gencrik, Spcsifik dan Suplcmen yang rerintegrasi,
Penyelcnggaraau Ekosisiem TIK Smart City, Layanan
nama domain dan sub domain bagi lernbaga, pelayanan
publik dan kegiatan, Penyc:lenggaraan Government
Chief Information Officer di Pemerintah Kota,
Pcngernbangan Sumber Daya TIK Pemcrintah Kola dan
masyarakat Kota;

b. penyiapan bahan pelaksanuan kcbijakan eli bidang
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Gcnerik, spesifik dan suplemcn yang terintegrasi,
Penyclcnggaraan Ekosistcm TIK Smart City, Layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kcgiatan, penyelcnggaraan Government
Chief Information Officer di Pcmerinrah Kuru,
Pengernbangan Sumber Daya TIK Pernerintah Kota dan
masyarakat di Kota;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria penyclcnggaraan di bidang
layanan pcngernbangan dan pengclolaan Aplikasi
Generik, spesifik dan suplernen yang terintegrasi,
pcnyelenggaraan ckosistem TIK Smart City, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
puhlik dan kegiatan, penyelenggaraan Government
Chief Informalion Officer di Pemerintah KOla,
Pengernbangan surnber daya TIl( Pemcrintah Kota dan
masyarakat di Kota;

(1) Bidang Pengelolaan ~-Govemment, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas eli bidang Pcngelolaan
E-Govcmment.

Pasal 13

Bagian Keenarn
Bidang Pengelolaan I£-Govemmenr

m. melakukan pcrnbatasan hak akses tcrhadap
pengelolaan;

11. melakukan pengkinian (updating) aplikasi kornunikasi
terpadu;

o. rnelakukan perneliharaanperalatan sandi clan/atau alai
pcndukung urama;

p. melakukan pemantauan perkembangan keamanan
informasi;

q. melaporkan hasil keria dan capaian kinerja; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

12



e. menYclCnggOrak~. ~ ~

(2) Seksi tnfrastr uktur E-Governmcnl, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan scksi

infrastruktur E-GoVf~rnmenl;
b. menyelenggarakan layanan infrastruktur dasar data

center;
c. menyelenggarakan layanan disaster recovery center dan

TOK Pernerintah Kota;
d. mcnyelcnggarakan layanan pengembangan Intranet dan

penggunaan akses internet;

(1) Seksi Pengernbangan Aplikasi dan Intcgrasi ~islem
Informasi, mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pcngcmbangan aplikasi dan integrasi sistcm informasi;
b. menyclenggarakan layanan pengernbangan aplikasi

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi:
c. menyelenggarakan layanan pcmeliharaan aplikasi ke

pcrnerintahan dan publik;
d. melaksanakan intcrkonekrivitas layanan publik dan

kepernerintahan;
c. melaksanakan layanan pusat application prograrnm

interface (API)Kota;
f. melaksanakan layanan pcngernbangan Business PrOCCS!)

Rengineering pclayanan di Iingkungan pemcrintah dan
non pernerinrah (stakeholder smart city];

g. rncngelolah layamm sistern informasi smart city;
h. melaporkan hasil kctja don capaian kinetja; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang rugasnya.

Pasa! 14

d. penyiapan bahan pcmbcrian bimbingan tcknis dan
supervisi di bidang layanan pengernbangan dan
pcngelolaan Aplikasi Gcnerik, spesifik dan suplernen
yang terintcgrasi, pcnyelenggaraan ekosistcm TIK Smart
City, layanan nama domain dan sub domain bagi
lernbaga, pclayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information
Officer di Pemcrintah Kota, Pcngembangan Sumbcr
Daya TIKPemerintah Kota dan masyarakat di Kota;

c. pemantauan, evaluasi, dan pclaporan di bidang layanan
pengcrnbangan dan pengclolaan Aplikasi Gcncrik,
Spesifik dan Suplerncn yang tcrintegrasi,
penyelenggaraan ekosistern TIK Smart City, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer di Pemcrintah Kota,
Pengcrnbangan Surnber Daya TlK Pemerintah Kota dan
masyarakat di Kota:

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi
terkait;

g. pclaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kopala
Dinas sesuai clengan tugas dan fungsinya.

13



Pasal ~ .. ~ ~

Dalarn melaksanakan rugasnya, Unit Pelaksaria Teknis
mernpunyai fungsi:
a. pt:laksanaan tugas dinas sesuai dcngan bidang

opcrasionalnya; dan
b. pclaksanaan urusan adrninistrasi rcknis operasional.

Pasal 16

(2) Unit Pelaksana Tcknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala
Dinas.

(1) Unit Pclaksana Teknis rnerupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas.

Pasal 15

BAB IV
UNIT PF;LAKSANATI£KNIS

(3) Scksi Tala Kclola dan Pengcmbangan E-Governmcnl,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi tara

kelola dan pcngembangan E-Government;
b. rnenyelcnggarakan layanan pcnetapan regulasi dan

kebijakan tcrpadu implernentasi E-Goven1lucntKota;
c. menyelcnggorakan layanan koordinasi kcrja sama lintas

Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pernerintah KOla
dan lintas Pernerintah Pusat serta non perncrintah;

d. menyclcnggarakan layanan intcgrasi pcngelolaan TIK
dan E-Govcrnmcnt Pemerintah Kota;

c. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas
apararur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan
peningkatan kapasitas masyarakat dalarn implernentasi
F.-Government dan Smart City;

f. mcnyelcnggarakan layanan implemcruasi E-(.lovt:rnmcnt
dan Smart City dan Prornosi pemanfaaton layarian
Smart City;

g. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. rnclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

hidang tugasnya.

c. menyelcnggarakcn layanan manajernen data inforrnasi
E-Government, intcgrasi layanan publik dan
kepemerintahan:

f. menyelenggarakan layanan kearnanan inforrnasi
F.-Governmcnt;

g. menyclenggarakan layanan sistem kornunikasi intra
Pernerintah Kota;

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
I. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidaug tugasnya.
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(3) Kopala ...

~r!,?, ~ _

(2) Kcpala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kopala Unit Pclaksana Teknis
dalarn mclaksanakan rugas-rugasnya wajib mcncrapkan
prinsip koordinasi, in tcgrasi , sinkronisasi dan simpliitkasi
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dcngan
instansi lain di luar Pemerintah KOla sesuai dengan tugas
masing-maaing.

(1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sckrctaris.

Pasal20

BABVII
TATA KERJA

Pcmbiayaan padu Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Dacrah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-surnbcr lainnya yang sah.

Pasal 19

BAB VI
PEMDIAYAAN

(4) Kcbutuhan tennga fungsional ditcntukan bcrdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

(3) Kelompok .Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang danj atau seksi yang sesuai dengan butir kcgiatan
teknis fungsionaJ.

(2) Kelompok .Jabaran Fungsional dibagi kcdalam sub-sub
kelompok sesuai dengan keburuhan dan maeing-rnasing
dipirnpin olch seorang tenaga Iungsional senior.

tugas
bidang

(1) Kclompok .Jabatan Fungsional mcmpunyai
mclaksanakan kcgiatan teknis sesuai dengan
keahlian masing-maaing.

Pasal 18

BABV
KELOMPOK .IABATAN FUNGsrONAL

.Jurnlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Unit Pelaksana Tcknis ditetapkan daJam Pcrauiran Walikota.

PasaJ 17
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Pasal ~.~ t

Dengan berJakunya Peratur'c\nWalikota ini, Peraruran Walikol::
PaJembangNomor 41 Tahlm 200c) tentang Tugas Pokok, Fun.gSl
dan Uraian Tugas Dinas Dacrah Kota Palembang BAB II Bagian
Kccnarn, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal23

Prosedur dan mekanisrne pelaksanaan tugas don fungsi Dinas
yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal22

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

(2) Segala kctcnruan yang bertentangan dan Zatau tidak sesuai
dengan Pcraturan Walikota ini dilakukan penycsuaian.

fungsi Dinas
Walikota 1111,
pada tanggal

(1) Efcktifitas pelaksanaan tugas dan
sebagaimana diatur daJam Pcraturan
wajib dilaksanakan sclambat-Iambatnya
I Januari 2017.

Posal 21

BAB VIII
KETENTUAN PERALTHAN

(6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, KopalaDinas dapat
mcnunjuk Sekretaris Dinas arau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kcpangkatan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan perrirnbangan dalarn pcnyusunan kebijakan lcbih
lanjut.

(4) Kopala Dinas, Sekretaris, Kcpala Bidang, Kepala Suh
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib rnengikuti dan meruatuhi petunjuk dan bel ianggung
jawab kepada nrasan masing-rnasing serta rnenyampaikan
laporan tepat wakru.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi don Kopala Unit Pelaksana Tcknis
bcrtanggung jawab mcmimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-rnasing dan mernbcrikan bimbingan
serta perunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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BERITA DAEI{AH I(OTA PALEMBANG TAHUN 2016 N()~10R$

HAROBIN MI\STOFA

SEI<RETARI~ DAJ:<::RAII
KO rA PALEMBANG

Diundangkan di Palernbang
pada tanggal 30 IJO~pll1btr 2016

!!ARNO.JOYO

Diterapkan di Palcmbang
pada I 1I1v,p,>'Ii 30 IJoVI?II)~(" 20 t)

I

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrinrahkau
pengundangan Pcraturan Wahkota 1111. dcngan pcnemparannv«
dalam Berita Daeran Kota Pale.mbang

Peraruran Walikota In! mu'ai l).-rbku pada wnr,r:d
diundangkan.
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